
71 
 

71 
 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku 

Bagir Manan, 2005, Wewenang, Diskresi, dan Tanggung Jawab dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan, Jakarta, Penerbit FH-UI. 

 

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2016, Buku Panduan Akademik, 

Lhokseumawe. 

 

Farkhani, 2020,  Metodologi Riset Hukum, Oase Pustaka, Jawa Barat 

 

Indroharto, 2016, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta. 

 

Jimly Asshiddiqie, 2011,Teori Hukum dan Teori Peradilan Konstitusi, Jakarta: 

Konstitusi Press 

 

Muchsan, 1992, Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan 

Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Yogyakarta, Liberty. 

 

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University, Press Mataram. 

 

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum 

Normatif & Empiris, Yogyakarta. 

 

Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media 

Group. 

 

Philipus M Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada 

University Press, Jakarta. 

 

Prajudi Atmosudirjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia 

Indonesia. 

 

Ridwan HR, 2018, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 

 

S.F. Marbun, 2003, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di 

Indonesia, Yogyakarta, FH UII Press. 

 

Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada 

Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif Suatu 

Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Pers. 

 



72 

 

 
 

Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung, 

Alfabeta. 

 

Suharsini, Arikunto, 1998, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi 

Revisi V, Jakarta. 

 
Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 

 
B. Jurnal, Tesis, Skripsi dan Karya Ilmiah Lainnya 

Deni Prasetyo, 2019, Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap Kebijakan 

Penataan Wilayah Hukum Kepolisian Republik Indonesia, Tesis, Program 

Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada. 

 

Maulana Kusuma, 2020, Implementasi Surat Kapolri Nomor 

B/2106/VI/2012/Srena tentang Penataan Wilayah Hukum Polres dan 

Status/Tipologi Polsek, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam 

Indonesia. 

 

Muksalmina, dkk, 2021 “Reformasi Hukum Administrasi Negara dalam 

Mewujudkan Good Governance dan Kepastian Hukum di Indonesia”, 

Jurnal Keadilan Hukum Indonesia, Vol. 5, No. 2. 

 

Nasarudin, Tubagus M, 2023, Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara dalam 

Pembuatan Instrumen Pemerintahan, Novelty Journal, Vol. 7, No. 2. 

 

Siti Rohimah, 2022, Upaya Kepolisian Resort Musi Rawas Utara dalam 

Meningkatkan Pelayanan Publik terhadap Masyarakat Kabupaten Musi 

Rawas Utara, Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam 

Negeri IAIN, Curup. 

 

Yaqin Ablisar, Hamdan Mulyadi, dan Muhammad Yaqin, 2023, Urgensi Pemusatan 

Penyelidikan dan Penyidikan pada Tingkat Polres, Studi pada Polrestabes 

Medan, Jurnal Administrasi dan Hukum Locus Media, Vol. 3 No. 1. 

 

Yenni Meiliana, 2019, Pembentukan Polres Persiapan Lampung Tengah, Skripsi 

Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 

C. Peraturan Perundang-undangan 

Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah. 

 

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Republik Indonesia. 

 

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 



73 

 

 
 

 

Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia 

 

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pembentukan Daerah Otonom Baru 

 

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan 

 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI 

 

D. Internet/ Website 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu 

Utara dalam Angka 2024, BPS Labura, 2024. 

 

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Statistik Kependudukan  Sumatera 

Utara dalam Angka 2024, di akses pada 31 Maret 2026 

 

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Statistik Kriminalitas Sumatera 

Utara 2023. 

 

Data jarak berdasarkan Google Maps dan koordinat wilayah administrasi 

Kabupaten Labuhanbatu Utara, diakses Oktober 2025. 

 

https://sentralberita.com/2021/03/18/labura-bakal-miliki-gedung-polres 

 

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, APBD Tahun Anggaran 2024, 

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

 

Tribrata News Polri, “Polres Labuhanbatu Selatan Resmi Berdiri, Siap Layani 

Masyarakat”, 16 Desember 2022, diakses dari 

https://tribratanews.polri.go.id/blog/keamanan-6/Polres-labuhanbatu-selatan-

resmi-berdiri-siap-layani-masyarakat-52364 

 

E. Wawancara 

Bersama bapak IPTU DULLAS P. SAMOSIR, selaku Wakapolsek, kualuh hulu, 

(Wawancara 26 Febuari 2026) 

 

Bersama Ibu Susi Asmarani, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu 

Utara (Wawancara 3 Maret 2026) 

 



74 

 

 
 

Bersama Ibu Zahida Hafani, selaku Kepala Bagian Hukum Setdakab Labuhanbatu 

Utara ( 3 Maret 2026) 

 

Bersama Ibu Nensi Amrisyah Situmorang, selaku Kepala Bagian Umum Dan 

Keuangan DPRD Labuhanbatu Utara ( Wawancara 3 Maret 2026) 

 

Bersama Ibu Dumariati Samosir, selaku Tokoh Masyarakat (Wawancara  6 Maret 

2026) 

 

Bersama Ibu Nurti Lusia BR Manurung, Selaku Usaha / Pegawai Pemerintah 

Daerah (non-penegak hukum), (Wawancara 6 Maret 2026) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


